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4. Masa pelaksanaan Penelitian
Mulai  :2012
Berakhir :2014

5. Anggaran Yang diusulkan
Tahun pertama : Rp. 69.400.000
Tahun kedua : Rp. 70.000.000

6. Lokasi Penelitan
Kantor Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

7. Hasil Yang Ditargetkan
a. Mendapatkan bentuk pemikiran politik pembangunan partai politik Islam,
PKS
b. Mendapatkan kesimpulan, apakah pemikiran politik pembangunan PKS itu
sesui dengan bentuk pemikiran politik pembangunan Islam sehingga
didapatkan model Pemikiran politik Pembangunan Partai Islam yang sesuai

dengan Politik Pembangunan Islam.
8. Institusi yang Terlibat:
a. Pusat Studi Pembangunan Politik [slam

b. Universitas Sumatera Utara (USU)

9. Keterangan lain yang dianggap perlu
Tidak ada.
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Sejahtera Dan Bermartabat (2006). Buku yang berisi mengenai pandangan dan
strategi pembangunan ini memiliki 383 halaman. Satu tahun kemudian (2008), PKS
juga mengeluarkan satu buku dengan tajuk Memperjuangkan Masyarakat Madani:
Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS. Buku ini
merupakan revisi dari buku sebelumnya. Sebagai buku revisi, isinya pun lebih banyak
dan mengandung 643 halaman. Kehadiran kedua buku politik pembangunan itu
semakin menegaskan PKS sebagai partai modern, inovatif, menarik dan produktif

(Warjio, 2011)

Bagi PKS, kedua buku tersebut merupakan uraian mengenai Falsafah Dasar
Perjuangan. Buku tersebut juga adalah dokument yang merefleksikan visi, misi dan
strategi, program dan sikap PKS ke atas berbagai persoalan bangsa Indonesia, dalam
upaya memperjuangkan masyarakat Madani. Dengan demikian, buku ini menjadi
penggerak dan motivasi utama kegiatan PKS dan akan menjadikan modal dakwah
PKS di semua bidang kehidupan sehingga dapat bermanfaat bagi PKS, pendokong
dan masyarakat luas. Buku PKS ini bagi saya menjadi oase, di tengah “’kegersangan

gurun” pemikiran pembangunan Indonesia yang banyak di dominasi pemikiran Barat

Sebagaimana disebutkan Ketua Majelis Syura PKS, KH. Hilmi Aminuddin (2008),
buku Platform Pembangunan PKS merupakan implikasi nilai-nilai yang membuat
PKS meraih kemenangan, sebuah konsep, sebuah sistem, pasukan kemenangan dan
tujuan (MPP PKS, 2008). Sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, H.
Suharna Supranata menjelaskan bahwa buku Platform Pembangunan PKS merupakan
pemikiran mendasar (al fikru al-asasi) berupa kumpulan konsep bersistem yang
menjadi asas pandangan yang memberikan arah dan tujuan untuk kelestarian
kehidupan yang meliputi akidah dan penyelesaian persoalan manusia (MPP PKS,

2008).

Buku Platform Pembangunan tersebut ingin menegaskan kembali karakterisiik PKS
sebagai Partai Politik Dakwah yang bukan bekerja lima tahun sekali dan hanya untuk
meraih kekuasaan (Struggle for power) secara struktural. Ia juga sebagai sebuah partai
vang melakukan kerja-kerja secara berterusan dalam pembangunan umat dan
peradaban. Dengan demikian, buku Platform Pembangunan PKS adalah merupakan

bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh PKS kepada orang ramai sebagai
8

UNIVERSITASMEDAN AREA



bagian dari sosialisasi idea PKS. PKS ingin mendapatkan image politik yang baik dari
masyarakat. Sebab imej politik yang baik akan memberikan kesan yang positif
masyarakat (pemilih) sehingga masyarakat dapat memberikan suaranya (Firmanzah,

2007:231)

Kehadiran kedua buku ini telah mendapat respon yang cukup positif dari berbagai
tingkatan masyarakat. Menurut pakar hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqi, SH kedua
buku yang dikeluarkan oleh PKS itu sangat komprehensif. la juga baru pertama di
Indonesia. Ja dapat menjadi contoh baik bagi praktik perpolitikan kebangsaan (MPP
PKS, 2007).

Menteri Keuangan Indonesia masa itu, Dr. Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa
sangat mengagumi sistem penulisan buku itu. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai
seorang Menteri, buku tersebut menjadi bacaan selama kunjungan beliau di Amerika

Serikat. Beliau juga memberi nilai 100 untuk buku tersebut (MPP PKS, 2007).

Berdasarkan kenyataan itu, kehadiran buku Platform Pembangunan PKS itu sangat
strategis. Pertama, sebagai instrumen komunikasi kepada massa dan pendukung PKS
sekaligus sebagai alat untuk merespon dan menyesuaikan perjuangan PKS. Sebab
paltform itu mencermikan karakteristik, isi hati dan pemikiran PKS dalam mengurus

persoalan pembangunan dan jawaban atas persoalan dan apa yang akan dikerjakan.

Kedua, sasaran yang bersifat internal PKS sebagai Partai Dakwah (M. Anis Matta,
2006, 2007) sebab ia mencerminkan cara pandang Partai Dakwah atas negara,
pengurusan negara dan pembangunan. Dengan demikian buku Platform Pembangunan
PKS merupakan sekumpulan nilai, harapan dan pencapaian konseptual PKS sebagai

Partai Dakwah dalam menjawab persoalan publik.

Itulah kepentingan Platform Pembangunan PKS dalam konteks Partai Dakwah. Dalam
Platform Pembangunan tersebut, PKS ingin menegaskan karakter pembangunan yang
divakininya untuk mengatasi tantangan pembangunan kebangsaan selama ini yaitu
prinsif integral, universal dan partaisipasi total. Prinsif integral bermaksud
pembangunan di satu sektor tidak dapat dipisahkan dari sektor lainnya.

9

UNIVERSITASMEDAN AREA

-



2.Tujuan Khusus

1.Untuk menginventarisis pemikiran-pemikiran politik pembangunan PKS
2.Untuk menganalisis apakah pemikiran politik pembangunan PKS sesuai dengan

konsep politik pembangunan dalam Islam.
3.Urgensi Penelitian

Mengungkap pemikiran politik pembangunan partai politik penting. Partai politik
merupakan lembaga politik yang ikut dalam Pemilu dan menjadi sarana penghubung
antara kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan (Akbar
Tanjung, 2007). Partai politik sebagaimana dinyatakan oleh Utsman Abdul Mui’z
Ruslan (2000:109) dapat memainkan peranan penting dalam menciptakan dan
mengubah kultur politik. Partai politik menjadi lebih besar dari sekadar alat untuk
Pemilu yang mengartikulasikan sikap politik bagi sekelompok manusia, mengingat
bahwa ia memainkan peranan besar dalam pendidikan politik. Berdirinya partai
politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang
sesungguhnya.Melalui pendekatan sistem, sebagaimana dijelaskan Gabriel Almond &
Colleman (1960) keberadaan partai politik dengan sendirinya akan mengubah
penampilan semua struktur dalam sistem baik kemampuan dalaman mahupun

kemampuan antara bangsa.

Pengurusan partai politik yang baik boleh melahirkan ide, gagasan dan mencapai
tujuan. Di samping itu, melalui perwakilannya di Parlimen, partai politik dianggap
dapat mewujudkan cita-cita masyarakat (Firmanzah, 2011:57).0Oleh karenanya, Politik
Pembangunan yang dimiliki oleh partai politik adalah sangat penting untuk
mengetahui dan memberikan penilaian kepada partai politik jika mereka berada dalam
pembuatan kebijakan pembangunan. Sebuah partai politik tidak akan mampu
mewujudkan cita-citanya jika ia tidak mampu berinteraksi dengan masyarakat.
"Dengan berinteraksi dengan masyarakat, partai akan mengetahui apa keperluan
masyarakat dalam pembangunan (M. Anis Matta, 2007:200). Di sinilah kemudian

Politik Pembangunan partai politik bisa disosialisasikan.
10
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II TINJAUAN PUSTAKA

Merujuk pada Moeljarto (1987:xii), politik pembangunan dapat diartikan sebagai cara,
arah, untuk mencapai tujuan (dasar) pembangunan. Pandangan lain mengenai politik
pembangunan dijelaskan oleh Zulfi Syarif Koto (2011:19). Menurut Zulfi Syarif Koto
(2011:19) politik pembangunan merupakan suatu cara atau strategi atau dasar dan
model yang dipilih pemerintah dalam melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih
baik berasaskan nilai-nilai yang di anut suatu negara tertentu dan pada waktu tertentu
(time specifik). Pembangunan sebagaimana disebutkan Moeljarto (2007:1), tidak
boleh tidak akan bermuatan nilai; artinya, pembangunan ingin mewujudkan tipe

masyarakat yang lebih baik.

Sue Downie & Damien Kingsbury (2001) menjelaskan bahwa politik pembangunan
yang dikembangkan oleh partai politik melaui nilai-nilai yang dikembangkan partai
harus disinergikan dengan keadaan masyarakat. Politik pembangunan yang
dikembangkan akan mudah mendapat dukungan masyarakat jika bergerak bersama

dengan gerakan sipil socieaty.

Dalam kaitan nilai-nilai pembangunan, Islam telah memberikan pandangannya
sendiri. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003: 15) aktivitas pembangunan adalah
salah satu cara mengabdikan atau beribadah kepada Allah s.w.t. Oleh yang demikian,
pembangunan berteraskan Islam yang dimaksudkan oleh beliau ialah pembangunan
yang bergabung antara dua bentuk pembangunan; pembangunan material dengan
pembangunan kerohanian dan dilaksanakan menurut garis panduan yang telah

ditetapkan oleh ajaran Islam.

Dimaksudkan dengan pembangunan material ialah pembangunan yang boleh
menegakkan program-program yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia atau
vang dinamakan sebagai Habl min al-Nas seperti pengeluaran dan penggunaan
(Zeenath Kautsar, 2000).. Manakala pembangunan kerohanian ialah pembangunan
vang boleh merapatkan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. seerat mungkin,

melaksanakan syariat sebaik mungkin dan berakhlak dengan Allah s.w.t setinggi
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juga menjadi angkubah yang akan meluaskan lagi spektrum pembangunan ekonomi
dalam Islam. Sementara konsep pembangunan ekonomi dalam pemikiran ekonomi

Barat hanya menekankan pembangunan kebendaan dan lingkungan fisik saja.
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Pembangunan dalam Islam bersifat multi-dimensional (berbagai dimensi) yaitu
pembangunan yang seimbang di antara faktor kebendaan dan kerohanian, kuantitatif
dan kualitatif, dalaman dan luaran. Antara prinsip dinamik dalam kehidupan sosial
Islam ialah memberikan penekanan yang istimewa kepada dua perkara; pertama,
penggunaan secara optimum sumber-sumber yang dikurniakan oleh Allah S.W.T.
kepada manusia dan juga lingkungan fisikalnya. Kedua, penggunaan serta pengagihan
sumber-sumber tadi secara adil dan penggalakkan perhubungan manusia atas dasar
hak dan keadilan. Sebagaimana disebutkan oleh Ghazali (1990), asas falsafah
pembangunan dalam Islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli
ekonomi Islam1 adalah berasaskan kepada falsafah Tauhid, rububiyyah, khilafah dan
tazkiyah. Falsafah Tauhid (Keesaan dan kekuasaan Allah) meletakkan peraturan-
peraturan tentang hubungan Allah S.W.T. dengan manusia dan hubungan penguasa
yang membuat peraturan-peraturan bagi menampung dan menjaga serta mengarahkan
kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan. Falsafah ini merupakan undang-undang asasi
dalam alam jagat yang merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan

sumber supaya berguna, saling dukung mendukung dan saling berkongsi antara meraka.
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III METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah Ekplorasi. Menurut Arief Subyantoro & F.X Suwarto
(2007:73) penelitian eksplorasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu untuk mengisi
kekosongan atau kekurangan pengetahuan baik yang belum mahupun yang sudah ada.
Manakala metode yang diguna pakai adalah studi kasus (case study) iaitu satu kajian
dengan penyelidikan secara lebih mendalam dalam segala tingkatan (Yin, 2009,
Iskandar, 2009). Sebagaimana dinyatakan Arief Subyantoro & F.X Suwarto (2007:77)
tujuan daripada kajian kes adalah mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab
akibat, bersifat penerokaan untuk mencari keterangan-keterangan apa penyebab

terjadinya masalah dan bagaimana memecahkannya.

3.1.Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian ini maka digunakan data primer dan data

sekunder.
3.1.1 Data Primer

Secara umum, teknik pengumpulan data primer dibagikan kepada wawancara, focus

group discussion (FGD) dan pemerhatian (Sekaran, 2003:225).

Oleh kerana sampel dapat memberikan gambaran sebenar dari populasi (Pascal
Ardilly, 2006, W. Gulo, 2005:78, Arikunto, 1998) maka penelitian ini menggunakan
sampel. Penyelidikan ini menggunakan kaedah pensampelan bertujuan (purposive
sampling). Pemilihan pensampelan bertujuan ini karena beberapa sebab yaitu pertama,
kajian lapangan dijalankan khusus bagi memperoleh informasi yang terkini untuk
mendukung data yang telah diperoleh sebelumnya daripada - dokumentasi,
perpustakaan dan sejarah (Pascal Ardilly, 2006). Alasan penggunaan kaedah
pensampelan bertujuan (purposive) sampling) adalah paling sesuai untuk studi kasus

(Iskandar, 2009)

Kedua, teknik ini sesuai digunakan apabila mengalami kesulitan untuk memilih
sampel dalam populasi yang khusus. Ketiga, kaedah ini sesuai digunakan bagi

mengenal pasti kasus-kasus yang diperlukan bagi mendalami data yang belum
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Dokumen di sini maksudnya ialah setiap bahan tertulis ataupun filem dan rekod.
Pengertiannya setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga
untuk pengujian suatu peristiwa atau menyajikan perhitungan. Menurut Sartono
(1997), dokumen biasanya dibagikan kepada dokumen peribadi dan dokumen rasmi.

Dokumen dan rekod digunakan untuk keperluan penyelidikan.

Dalam kaitan ini Sukiman (2009:68) menjelaskan data dokumen digunakan kerana
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong pula (2007:217),
kegunaan dokumen dan rekod digunakan kerana merupakan sumber yang kaya, dan
mendorong. Kedua, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Ketiga, keduanya
berguna dan sesuai dengan penyelidikan kualitatif kerana sifatnya yang alamiah,
sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Keempat, hasil pengkajian isi
akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap

yang diselidiki.

Kajian dokumen ini sebagai usaha menyokong fakta sejarah tentang PKS. Sumber

dokumen ini diperoleh dari akhbar, majalah, dokumen kerajaan, mahupun dokumen
parti (James A. Black & Dean J. Champion, 2001, Sartono Sartodirjo, 1997:54).
Sumber dari pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia
Nombor 42 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia
Nombor 22 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Republik
Indonesia Nombor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik
Indonesia Nombor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik digunakan dalam penelitian

ini.

Manakala sumber dari parti (PKS) seperti Platform Kebijakan Pembangunan Partai
Keadilan Sejahtera: Untuk Indonesia Yang Adil, Sejahtera Dan Bermartabat (2007),
Wemperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform
“ebijakan Pembangunan PKS (2008) dijadikan rujukan.

s.afian ini juga menggunakan penyelidikan kajian data sejarah atau sirih masa. Kajian
“zta sejarah ini bertujuan untuk mencari perbandingan tentang kaedah mengenai
<lam politik di Indonesia masa lepas, sebelum reformasi; masa orde lama, orde Baru

an reformasi. Kajian sejarah digunakan untuk menonjolkan kenyataan bahawa
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diketahui bahwa para anggota gerakan tarbiyah (pendidikan) yang sebagian besar di
kampus berperan dalam pembentukan sebuah organisasi yang kelak kemudian
menjadi PK dan PKS. Mereka inilah yang kemudian paling berperanan dalam proses

lanjutan gerakan dakwah menjadi partai politik (Warjio, 2011).

Kenyataan ini membuktikan bahwa sebagaimana yang diungkapkan banyak sarjana
seperti Harold Crouch (2001), Lev (1993), Tanter & Young (1993), Takashi Shiraishi
{2001), Tamario C. Rivera (2001) Hing Ai Yun (2001), Alfred L. Oehlers (2001),
Rajah Rasiah (2001), Abdul Rahman Embong (2001), transisi demokrasi selalu

digerakkan dan diisi oleh kelompok kelas menengah (middle class).

Menurut Presiden PK, Nurmahmudi Ismail, nama Keadilan diambil menjadi nama
partai karena keadilan adalah jiwa dari ajaran Islam. Tidak ada Islam tanpa keadilan.
Keadilan adalah sunnah kauniyah yang melingkupi seluruh alam ini. Keadilan yang
dijalankan oleh kaum Muslimin kepada sesama Muslim, kepada manusia secara
xeseluruban, kepad makhluk yang ada di muka bumi dan kepada alam raya. Dengan
1iwa keadilan pula PKS menghadapi kenyataan masyarakat Indonesia yang berbagai
Zalam budaya, bahasa dan agama (DPP PKS, 2007).

Kenyataan ini"menjadi bahan kajian seperti yang dilakukan oleh Aay Muhammad
“urkon (2004) yang menyimpulkan bahwa PKS, yang sebelumnya dikenal dengan PK
werlahir dari proses politik daripada PK jelas merupakan satu proses sejarah gerakan
Zzkwah kampus (Sabili No. 26 Tahun XI, 6 Julai 2004:32-33) vang tidak dapat

Zinafikan kelahirannya dari masa pergantian politik di Indonesia.

~chagaimana partai-partai lainnya yang didirikan pada masa pergantian politik di
~donesia, PKS lahir sebagai antitesis dari kerusakan sistem politik di Indonesia
.M. Fatwah, 2004:12). Hal ini dilakukan dengan berlandaskan kepada cita-cita
wesar bahwa suatu generasi harus bangkit secara bersama-sama dalam melawan tirani

sn¢ ada dalam diri manusia (Fahri Hamzah, 2007).

wwhzgzaimana ditunjukkan oleh banyak peneliti mengenai pergantian politik (Rabasa
L Chalk, 2001, O’Rourke, 2002, Syaiful Mujani, 2007, Sohirin Mohammad Solihin,
6. Collin, 2008, Wahyudi Kumorotomo, 2008, Akbar Tanjung, 2007, Syamsuddin
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Haris, 2007) yang ditandai masa kejatuhan Soeharto yang lebih dikenali dengan
Reformasi dimanfaatkan untuk lebih memikirkan gerakan dakwah kampus yang

selama ini kurang selesa.

Pergantian politik atas jatuhnya Presiden Soeharto benar-benar memberikan
kesempatan luas kepada masyarakat untuk ambil bahagian dalam proses demokrasi
yang terbuka dan menjadi klimaks dari apa yang sudah dijelaskan para ilmuwan
politik tentang pergantian politik menuju demokrasi.! Menurut O’Donnell dan
Schmitter (1993), kebebasan - adalah tahap mengaktifkan hak-hak tertentu yang
melindungi individu dan kumpulan sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak
sah, oleh negara atau pihak ketiga. Bagi individu; jaminan ini termasuk: hak diperiksa
di pengadilan, hak privasi dalam rumah, hak berhubungan, hak dibela dalam
pengadilan yang adil sesuai dengan hukum yang ada, kebebasan menjalankan
gerakan, berbicara dan mengeluarkan pendapat dan lainnya. Bagi berbagai organisasi,
jaminan itu mencakup hak-hak seperti bebas putusan hukum akibat ekspresi
ketidaksepakatan kolektif atas kebijakan pemerintah, bebas sensor atas berbagai cara

komunikasi dan bebas berkumpulan secara sukarela dengan warga lain.

Sejalan dengan apa yang diargumentasikan oleh O’Donnell dan Schmitter (1993)
kejatuhan PresidenMSoeharto dari kursi kekuasaan menimbuikan kebebasan di
tingkatan massa dan kegembiraan yang besar bagi rakyat. Tidak terkecuali juga bagi
gerakan dakwah. Berbagai gerakan dakwah Islam yang sebelumnya bergerak di
bawah tanah kini berani memunculkan aktivitasnya. Memenuhi masa pergantian dan
kebebasan tersebut gerakan dakwah harus berpijak pada lima pilar atau prinsip.
Pertama, dakwah. Kedua teladan (qudwa). Ketiga, kekuatan (quwwah). Keempat,
pemimpin (qivadah). Kelima, penegakan agama (daulah) (Iman Santoso, 2004).

PKS merupakan salah satu partai politik dakwah yang awalnya dikenal sebagai Partai
Keadilan (PK) (Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, 2009). PK didirikan di
tengah iklim demokrasi Indonesia yang peluangnya dibuka oleh gerakan reformasi

tahun 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto.

' Lihat analisisnya dalam Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter. Laurence Whictehe
(1992),
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Sebagaimana diketahui, jatuhnya Presiden Soeharto karena puncak ketidakpuasan
mahasiswa, Non Government Organization (NGO), pelaksana dan ilmuwan sosial ke

atas kekuasaan Socharto. Soeharto di mata mereka telah menjadi penguasa yang

korup, bertindak sewenang-wenang dan berdiri di atas hukum. Berbagai bentuk
penyimpangan yang dilakukannya selama selama tiga dekad, seperti korupsi, dan
nepotisme (KKN) menyebabkan biaya efisiensi dalam perekonomian. Perkembangan
tuntutan tersebut semakin meluas, karena dibantu oleh ketidakmampuan rezim
Soeharto mengatasi krisis ekonomi yang menghancurkan seluruh sektor korporat,
seperti perbankan, dan korporat-korporat besar dan menghilangkan penghasilan dari
sebahagian warganegara yang terkena impak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
dilakukan secara besar-besaran. Persoalan ekonomi tersebut dalam waktu yang relatif
singkat memasuki persoalan politik. Soeharto dan kabinetnya berkebijakanakan hasil

Pemilu 1997 mengalami krisis kepercayaan.

Krisis kepercayaan ini menjadi lebih parah oleh perilaku elit Soeharto sendiri yang
tidak menyadari bahwa Soeharto dan seluruh bangunan kekuasaannya sedang
mengalami distrust yang parah. Masyarakat tidak percaya lagi, bahwa Soeharto dan
kabinetnya mampu mengatasi kerumitan persoalan yang sangat parah. Tetapi
anehnya berbagai komb;nen dalam kabinet Soeharto terus menerus membangun
keyakinan warga, bahwa mereka mampu mengatasi persoalan tersebut dengan baik,
tanpa harus melakukan liberalisasi politik dan pendemokrasian dalam segala bidang,
rermasuk memberikan tekanan kepada Soeharto untuk segera turun dari kursi

«ckuasaannya.

“kibatnya, peningkatan gerakan tersebut terjadi tanggal 20 Mei 1998. Soeharto
sendiri  dikhabarkan menonton gerakan prodemokrasi tersebut dari istana
wepresidenan. Melihat betapa hebatnya gerakan tersebut, atas inisiatif sendiri dan
Zisokong surat penyataan pengunduran diri sejumlah menteri dalam kabinet Soeharto,
nzka keesokan harinya tanggal 21 Mei 1998 bertempat di Istana negara, Soeharto
"W engumumkan pengunduran dirinya. Pengumuman pengunduran dirinya ini disertai
¢h penyerahan kekuasaan kepada Wakil Presiden, B.)J Habibie dan pelantikan
“zbbibie oleh Ketua Mahkamah Agung. Pelantikan ini dilakukan di depan Presiden

~oeharto dan dihadiri oleh kalangan terbatas yang masih setia dengan Presiden
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Pernyataan Kikue Hamayosu (2011) menegaskan bahwa kebijakan program
sembangunan PKS adalah berbasis komunitas, dengan menekankan pada keperluan
-uang publik. Komunitas dan keperluan ruang publik lah yang membentuk program
solitik pebangunan PKS. Program pembangunan PKS yang berbasis komunitas ini
menjadi bagian kerja PKS yang dilaksanakan dalam Pemilu. Hal ini misalnya dapat
Zianalisis dari kerja-kerja mereka di bidang keumatan. Dalam bidang pelayanan umat,
7XS melakukan pembinaan dan menyelaraskan fungsi-fungsi dengan lembaga—lembaga
sosial kemanusiaan, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompet Sosial Ummul
Juro (DSUQ) dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Bidang kewanitaan
=wembawahi organisasi seperti Salimah dan Pos Wanita Keadilan. Bidang pemerkasaan
swonomi membina dan menguruskan Syarikat Pekerja Keadilan (SPK) sejak 1998,
<.operasi Syar’iah Indonesia (KOSINDO) yang didirikanpada tahun 1988.

seizk tahun 2000, KOSINDO membina Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI),
wionesia Labour Foundation (ILF). Sedangkan sejak awal tahun 2003 menubuhkan dan
=zmbina Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) (M. Imdadun
“zhmad, 2008). -

_=mbaga-lembaga PKS tersebut telah membantu di dalam kerja-kerja kemanusiaan. Aksi
«emanusiaan PKS yang tak mungkin dilupakan oleh masyarakat Indonesia adalah aksi
Lemanusiaan terbesar PKS untuk bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, yang
swnzakibatkan lebih dari 200,000 orang meninggal dunia dan menghancurkan NAD.
.5 dan masyarakat bertungkus lumus menjadi yang terdepan dalam mengatasi bencana
o= ini. Lebih dari 20,000 sukarelawan diterjunkan, bantuan donasi-senilai lebih dari
30 milyar telah disalurkan. Di samping itu lebih dari 150 titik pos bantuan
~rikandan menyalurkan bantuan sebanyak 3,300 ton kepada masyarakat Nangroe Aceh

wussalam (NAD).

carz teoretikal, PKS telah menerapkan satu pendekatan perubahan sosial politik

~wzzimana dijelaskan oleh Bahtiar Effendi (1998). Menurut Bahtiar Effendi (1998)
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dalam menyahuti perubahan sosial politik ada tiga hal dilakukan. Pertama, pembaharuan
teologi. Kedua, reformasi politik. Ketiga, transformasi sosial. Dalam Pemilu 2004, PKS
tidak lagi berbicara ataupun mengasaskan pada pemahaman soal ideologi Islam secara
ketat. Tetapi lebih terbuka. PKS setelah Pemilu 1999 tidak lagi menekankan pada isu
syariah Islam sebagaimana partai PBB, PPP dalam memperjuangkan Piagam Jakarta.
PKS lebih memilih mengesyorkan Piagam Madinah yang menurut PKS lebih terbuka.

Artinya ada pembaharuan teologi PKS dalam memaknakan sebuah isu ideologi.
Demikian pun dalam soal reformasi politik, PKS lebih mengesyorkan persoalan perlunya
pemerintah yang bersih dan berwibawa bebas_ daripada korupsi yang memang diperlukan
dalam membangun Indonesia selepas Pemilu 1999. Dalam soal transformasi sosial PKS
bersama pertubuhan-pertubuhan yang di bawahnya giat dan aktif membantu masyarakat
yang kesusahan terlebih mereka yang terkena bencana. Dalam kaitan ini, PKS tidak

hanya terfokus pada soal negara tetapi juga masyarakat

Dalam satu analisisnya mengenai fenomenanya PKS di Pemilu 2004, Dhurorudin
Mashad (2008) menjelaskan keberhasilan PKS. Pertama, PKS merespon persoalan-
persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat dan cerdik berpolitik dengan

mengangkat isu-isu dalam politik lokal dan nasional.

Xedua, realitas anggota legislatif PKS (1999-2004) dinilai cukup bersih berbanding

jengan anggota legislatif dari partai lain.

wetiga, kesediaan PKS melakukan kontrak politik dengan masyarakat, sehingga
menambah kepercayaan masyarakat ke atas PKS tentang iktikad baik kader PKS dalam

~erpolitik.

«eempat, PKS konsisten melakukan aktivitas-aktivitas politik dalam menaggapi berbagai

w1 masyarakat, sehingga aktivitas partas senantiasa tersemat dalam pikiran masyarakat.
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Kelima, berbagai aktivitas politik massa yang dilakukan PKS sentiasa tersusun rapi dan
santun, tidak menumbuhkan implikasi negatif dalam masyarakat, sehingga telah

membangun citra positif bagi partai ini di mata masyarakat.

Keenam, pendukung kuat PKS adalah para pemuda yang penuh semangat dan idealisme.
Realitas pergerakan pemuda ini sedikit banyak membangun imej bahwa PKS sejalan
dengan partainya anak muda, di mana banyak anak muda adalah para pemilih pemula.

Sebagai partai modern, PKS mengembangkan struktur partai yang sistematik. PKS
membangun struktur kepengurusan partai dari Pusat di Jakarta, hingga di desa-desa. Di
masing-masing tingkatan terdapat struktur yang dirancang baik secara struktural maupun
fungsional. Namun demikian, struktur kepengurusan yang kuat terjadi di kawasan-

vawasan perkotaan, Sedangkan di kawasan luar kota masih lemah.

~truktur kepengurusan ini mula~mula dikembangkan dari asas dakwah tarbiah yang telah
zda. Hal ini dilakukan melalui LDK, ROHIS, pengajian di kantor—kantor maupun lewat
sondok pesantren. Selain itu, pengembangan ke kawasan-kawasan baru juga dilakukan
melalui sistem pengkaderan PKS. Ini dilakukan secara berterusan oleh pengurus kawasan
z=in vang sudah kuat. Pengembangan jaringan kepengurusan PKS didukung oleh budaya
sengajian tarbiah dengan sistem jejaring. Ini dilakukan secara bersendirian oleh partai,

aitu sistem pengkaderan resmi yang dilakukan dan didukung oleh para pengurus PKS.

cngan dua asas pengembangan tersebut, PKS berhasil memiliki perwakilan di seluruh
sovinsi di Indonesia. Artinya, PKS telah berhasil mengembangkan dakwahnya hingga ke
ovinsi-provinsi yang mayoritas penduduknya non-Muslim, sepe‘rti Bali, Sulawesi,
zra, NTT (Nusa Tenggara Timur), Irian Jaya Barat dan Papua. Sedangkan Pimpinan
setzi di daerah yang berkedudukan di kecamatan telah mencecah 65% dari keseluruhan
~zmatan yang berjumlah 1009 DPC (Dewan Pimpinan Cabang). Inilah sebuah proses

2 oleh Yon Mahmudi (2006) disebut sebagai mengislamisasi Indonesia.
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Prestasi politik yang diraih PKS, serta grafik meningkat dari perkembangan partai
<alangan tarbiah ini memunculkan optimisme di kalangan internal serta melahirkan
znalisis bahwa PKS akan berkembang menjadi partai besar. Modal Sumberdaya manusia
«eluaran tarbiah dan juga modal sosial-budaya serta jaringan organisasi yang kuat akan
menjadi modal politik yang sangat penting bagi PKS untuk menjadi partai politik
2ominan (Djony Edward, 2006).

~zbagaimana asas massa awal PKS (jaringan tarbiah) yang berkembang pesat di kota—
«ota melalui kampus, PKS adalah juga partai “orang kota”. Para kader PKS pada
smumnya adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pengusaha, dan berbudaya Islam
=wodernis (Fahri Hamzah, 2004). Oleh itu, pemilih PKS memiliki kesamaan dengan
wganisasi Muhammadiyah dari sisi budaya keagamaan dan sama dengan budaya
sendukung PAN (Partai Amanat Kebangsaan) sehingga tidak menghairankan jika
==nggota Muhammadiyah dan pendukung PAN adalah kelompok yang sangat berpotensi
Zirebut oleh PKS (M. Imdadun Rahmad, 2008).

Jemikian juga sangat wajar jika perkembangan PKS terjadi secara baik di kawasan-
szwasan perkotaan (khususnya kota besar berpenduduk banyak) dan kurang berkembang
= kota—kota kecil apalagi di kampung-kampung. Walau bagaimana pun para aktivis PKS
=cvakini bahwa secara politik hal ini tetap memiliki nilai strategis. Jakarta, sebagai ibu

w0tz negara, telah dimenangi oleh PKS dengan perolehan 23 persen suara.

= merupakan prestasi tersendiri bagi PKS karena telah memenangi Pemilu di level
wrovinsi dan nasional. Selain itu, PKS juga menang di beberapa kabupaten dan kota. Di
wia Depok, partai ini menang dengan 27,5 persen. Di Banda Aceh menang dengan 27
szrsen. Disusul kemenangan di Bekasi dengan 21 persen. Kota Bandung menang dengan
0.5 persen. Sedangkan di Halmahera Selatan, PKS meraih 20 persen, di Medan meraih

7 persen. Kota Batam meraih 14 persen dan Kota Padang meraih 12 persen.

Menurut Ali Said Damanik (2004) dalam Pemilu 2004 PKS telah memenuhi dua
pensyaratan sehingga boleh mendapat ramai dukungan. Pertama, syarat cukup (sufficient
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condition), sebagai partai agama yang memberikan tempat keyakinan asas yang
subjektif. Kedua, syarat perlu (neccessary condition), iaitu bersih dan moden yang
memberikan keyakinan objektif. Ramai pengundi yang datang dari kelas menengah
Muslim kota, megenal pasti bahwa PKS dapat dijadikan instrumen politik mereka. Bersih
dan moden, nilai-nilai objektif yang diharapkan oleh kelompok masyarakat tersebut
ditemukan dalam diri PKS. Sesuatu yang tidak ditemukan di partai lain. Pilihan ini

menjadi semakin mengental ketika mengetahui PKS dibina di atas nilai-nilai agama.

Apa yang diraih PKS di dalam Pemilu 2004, tidak terlepas dari kerja-kerja yang
dilakukan selama ini baik sebelum dan selepas Pemilu 1999. Ini adalah buah dari kerja-
xerja dakwah yang selama ini mereka lakukan. Sedangkan, bila dikaitkan dengan
perspektif teori perlembagaan, sebagaimana disinggung oleh Moses Maor (1997),
sebelum partai itu bertahan partai tersebut harus wujud. Kemudian menurut Shaun
Bowler dan Jeniffer van Heeder, yang mengutip Aldrich (1995), partai politik akan
survive apabila dapat memberi manfaat kepada para calon partai politik tersebut maupun
para pemilihnya dalam Pemilu. PKS telah mempraktikkan teori-teori tersebut dan
memetik hasilnya dalam Pemilu 2004.

Ketika masih menjadi jaringan tarbiah, PKS telah membina pelaburan budaya dan
nelaburan sosial yang cukup rapi dan berkesan. PKS telah menyusun jaringan kader
dalam satuan-satuan kecil (usrah) yang saling membina keimanan, ketaqwaan, ilmu
«elslaman, akhlaq dan perilaku seharian di kalangan anggotanya. Para kader tersebut juga
menciptakan budaya keislaman yang khas di lingkungan masing-masing, baik dalam
<eluarga, jemaah, maupun di tempat kerja. Dengan budaya seperti ini, PKS dapat
mengembangkan dan mempertahankan ideologi, strategi, pemikiran, nilai-nilai yang

Zianuti, serta menjadi sarana silaturahim anggota dan pengrekrutan kader baru.

"KS melalui jaringan kader tarbiahnya juga membentuk lembaga-lembaga dakwah yang
memberikan sumbangan berarti bagi keberhasilan partai ini. Lembaga-lembaga yang
mereka  dirikan, antara lain lembaga bimbingan belajar “Nurul Fikri”, lembaga

“zxwah “Khoiru Ummah”, lembaga pendidikan Islam “A4/-Hikmah”, lembaga pengkajian
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secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan PKS saja (SAKSI, No 9. Tahun VI Mac
2004).

Sebagaimana dicatat oleh M. Imdadun Rahmad (2006), dan Djony Edwar (2007) PKS
juga memiliki hubungan dengan organisasi lain seperti Garda Keadilan (GK), Kesatuan
Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia
(KAMMI) dan Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP). Pertubuhan pemuda
ini dibina oleh Departemen Kepeloporan Pemuda bersama bagian Kaderisasi, bagian

Kepeloporan Pemuda yang membina Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).

Apa yang dilakukan oleh PKS dengan mendirikan berbagai organisasi dan bergiat aktif
dalam masyarakat adalah bentuk dari penerapan penahapan strategi dakwah yaitu
sosialisasi gerakan (Mihwar sya’bi). Dalam penahapan ini PKS sebagai gerakan dakwah
Zalam bentuk partai politik menunjukkan identitas dan keberadaannya dalam masyarakat.
Secara teori'!, PKS mempercayai bahwa sosialisasi gerakan akan mudah dilakukan
setelah tahapan ideologisasi telah kuat dan masyarakat mendukungnya. Masuk ke
wilayah sosialisasi gerakan, berarti PKS telah keluar dari eksklusivisme dan membaur

dengan masyarakat dengan program dan kebijakan pembangunan yang dibuat.

Terkait dengan hasil Pemilu 2004, capaian itu memberikan kesempatan kepada kader-
«ader PKS dalam Parlimen. Mereka adalah kekuatan dan pilar penting kekuatan dakwah
antuk merasmikan nilai-nilai Islam yang diperkembangkan dan disebarluaskan di tengah-
:engah masyarakat yang dikerjakan secara ikhlas dan mujahadah (Mahfudz Siddik, 2004,
Al Muzammil Yusuf, 2004). PKS memandang bahwa Parlimen adalah sebagai mimbar
lakwah. Artinya, PKS akan berupaya melakukan perubahan-perubahan secara
menyeluruh dan persuasive serta berterusan melalui Parlimen. Hal ini dilakukan dengan
mielakukan pengajuan perbahan undang-undang dan peraturan yang ada agar lebih
~erpihak pada kebaikan umat dan bangsa (Tifatul Sembiring, 2004). Dalam konteks ini
solitik  pembangunan PKS disusun berkebijakankan platform pembangunan yang

Zivakininya.

Lihat pemahaman tahapan dakwah dalam politik dalam Cahyadi Takanawan (2009).
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Bagi PKS, platform politik pembangunan adalah proposal pengelolaan negara yang
ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih dalam rangka menarik
serhatian mendulang suara secara objektif dan bertangungjawab. Atas kebijakan ini
slatform pembangunan bagi PKS merupakan sikap sekaligus janji politik kepada publik
wang bila tidak dipenuhi atau tidak konsisten dijalankan akan mendapat ganjaran negatif
vakni tidak dipilih kembali atau tidak dipercaya lagi (Lihat gambar Siklus Platform
Pembangunan PKS).

“latform politik pembangunan oleh PKS juga .dimaknai sebagai derivasi sekaligus
wahana dari ideologi partai. Ini merupkan subjektivitas pandangan terhadap lingkungan
wwkelilingnya. Platform pembangunan bagi PKS adalah merupakan kristalisasi
-=mahaman akan arah bagaimana negara dan pengelolaan negara ke depan seharusnya

z«an dilakukan dalam bingkai dakwah (MPP PKS, 2008:23).

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa menurut PKS, platform tidak lain adalah
skumpulan nilai, harapan dan capaian konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi
astitusi dakwah terhadap sejarah panjang pengalaman dirinya dalam kehidupan berbanga
Zan bemeéara yang dengan itu menumbuhkan pemahaman konseptual dalam tubuh
mstitusi dakwah itu sendiri. Dengan platform, setiap kader dakwah memahami gerak
wngkah sikap dan arah institusi dakwah yang bergulir menembus waktu di dalam ruang
~ublik secara objektif. PKS percaya bahwa penerimaan dan dukungan public terhadap
solittk pembangunan PKS akan memudahkan PKS untuk mengimplementasikan
wogram-program politik pembangunannya. Oleh karenanya, PKS secara tebuka untuk

=enerima segala’masukan dari politik pembangunannya dari public. Ini merupakan

«entuk sirkulasi yang wajar antara partai politik dan public.
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Kalau kemudian PKS mendapat dukungan dari publi terhadap politik pembangunan yang
dijalankannya, lalu seperti apa sebenarnya politik pembangunan PKS? Membaca karya-
karya pemimpin PKS seperti Abu Ridha, Irwan Prayitno, M. Anis Matta, Rahmat
Abdullah, Zulkiefliemansyah, Hidayat Nur Wahid, saya seolah menemukan kembali
pemikiran mereka dalam politik pembangunan PKS. Tanpa mengurangi peran pemimpin
PKS lainnya, saya kira merekalah yang menjadi perumus atau think tank dari politik
pembangunan PKS. Yang jadi persoalan justeru, politik pembangunan yang
dikembangkan PKS cenderung moderat, nasionalistik, plural dan sangat minim sekali
ketegasannya dalam mengukuhkan ide-ide Islam. Pemikiran-Pemikiran ini kemudian
tereduksi dalam Buku Platform Pembangunan. PKS: Memperjuangkan Masyarakat
Madani (MPP PKS, 2007). Ide utama Platform Pembangunan PKS adalah:

“Platform (Pembangunan) adalah hasil terus tumbuhnya hajm fikri kita, dan buah
dari upaya menghidupkan potensi pemikiran kita (ihya thogoh fikriyah). Melaui
igro dan interaksi dengan al qur’an dan Sunnah; dengan ayat-ayat kauniyah;
maupun mengamati pergulatan peradaban yang terus menerus antara kebudayaan
berbasis kebenaran dan kebudayaan berbasis kebhatilan; dari hasil pengamatan
fenomena sosial kemasyarakatan kemanusiaan yang tethampar dari hasil bacaan
buku-buku pemikiran utama yang saleh, maka tumbuh dan berkembangnya hajm
fikri kita. Karenanya, jika kita mampu membangun dan memperbarui potensi
pemikiran dan idealita kita ini, agar bukan hanya kokoh, tetapi juga berkembang
maka kita akan sanggup menghadapi tantangan, memberikan solusi dan harapan.
Bukan hanya harapan kepada jamaah dan umat Islam tetapi juga kepada bangsa dan
negara dan kemanusiaan. Maka Islam yang rahmatan lilalamin akan muncul

menjadi payung yang menangi kemanusiaan.”

Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan dokument yang merefleksikan visi,
misi dan program dan sikap PKS terhadap berbagai persoalan di Indonesia. Platform
menjadi motivasi PKS dan penggerak utama kegiatan PKS serta menjadi asset dakwah
PKS di semua sektor kehidupan, dapat diberdayakan dan didaya gunékan, bekerja secara
:ntegrasi, kontinyu dan fokus dan terarah. Tujuannya adalah sumber daya internal PKS
vang terbatas dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang

sesuai dan bisa diharapkan oleh para simpatisan, konstituen dan masyarakat luas (MPP

?KS, 2008).
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“1as alasan inilah menurut saya, jika dianalisis lebih jauh dapatlah disimpulkan bahwa
#XS dalam politik pembangunannya mencoba untuk menyesuaikan kondisi sosiologi
=olitik masyarakat Indonesia sebagi negara yang sedang berkembang. Dalam konteks ini
eologi pembangunan disusun (Annie MM. Hoogvelt, 1989). Atas alasan inilah ideologi
2z politik pembangunan PKS coba dikembangkan dalam Platform Pembangunan PKS.

“wriu dicatat bahwa buku Platform Pembangunan PKS muncul menjelang Pemilu 2009.
“envataan ini dapatlahlah memberi simpulan bahwa buku politik pembangunan PKS itu
~wussun untuk kepentingan menarik pendukung sebanyak-banyaknya dan dari berbagai
izlompok masyarakat. Dengan pemahaman ini,--meminjam istilah Burhanuddin (2012),
“S3 menggunakan Strategi Elektoral untuk meraih banyak dukungan. untuk Pemilu

==ty sisi, dua kubu yang ada dalam internal PKS yaitu, Keadilan (yang beraliran
“eologis) dan Sejahtera (yang beraliran pragmatis) terlibat kepentingan tarik menarik
2= penyusunan buku itu. Kubuh Keadilan yang dimotori oleh Abu Ridha mencoba
te=zhan untuk tetap PKS menguatkan identitasnya sebagai partai dakwah dan tidak

w2z pragmatis dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

“w.zmgkan kubuh Sejahtera yang dimotori oleh M. Anis Matta, Fahri Hamzah bersikukuh
wous meraih dukungan lebih banyak masyarakat dalam Pemilu 2009, PKS harus terbuka
e pezgmatis dan mengutamakan isu universalitas ketimbang isu-isu berkaitan dengan
“wiogi Islam. Tentu saja ini satu keadaan dan pilihan yang sulit, bersikap terbuka serta
pematis tetapi di sisi lain harus mengutamakan nilai-nilai Islam. Ketua Dewan Syuro
. KH. Hilmi Aminuddin, dalam karyanya: Menghilangkan Trauma Persepsi

¢ n) menegaskan, memperhatikan idealitas saja menghasilkan perfecsionist tetapi

o isa dilaksanakan. Memperhatikan rasionalitas saja akan melahirkan teori saja.

St sava dalam merumuskan politik  Pembangunannya, aliran kelompok dalam

W wzitu Sejahtera, lebih mendominasi dan mempengaruhi dalam mengukuhkan

Woas politik pembangunan PKS. Sedangkan aliran Keadilan, kurang begitu
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mendominasi bahkan terkesan terpinggir dari mainstream pemikiran politik
pembangunan PKS. Hal ini bisa terlihat dalam berbagai hal atau isu yang termaktub
dalam politik pembangunan PKS.

Karakter Politik Pembangunan PKS

Setiap pembangunan memiliki karakter. Karakter sangat diperlukan dalam pembangunan.
Kedudukan karakter dalam pembangunan bukan saja sebagai identitas tapi juga sebagai
senguat dalam pembangunan. Sebagai sebuah entitas politik, PKS juga memiliki karakter
Zzlam politik Pembangunanya. Dari hasil penelitian di dapastkan beberapa hal berkaitan
cengan karakter politik pembangunan PKS. Dalam politik pembangunannya, PKS ingin
menegaskan karakter pembangunan yang diyakininya untuk mengatasi tantangan
~embangunan nasional selama ini. Karakter pembangunan yang diyakini oleh PKS yaitu:
*_prinsif integral;

2 universal

* partisipasi total.

“zda kesempatan ini, akan dijeiaskan masing-masing dari setiap karakter pembangunan
“KXS. Pertama, prinsif integral. Prinsif integral bermaksud pembangunan disuatu sektor

2zk dapat dipisahkan dari sektor lainnya (MPP PKS, 2007, Rama Pratama, 2007a,
2007b, Zulkieflimansyah, 2007a, 2007b, 2007c, Irwan Prayitno, 2007, Tamsil Limrung,

2007).

Jzlam pandangan integral. ini bermakna tidak ada ruang pada bidang tertentu saja. Ini
wwrmakna pembangunan dari satu sektor harus memiliki hubungan yang baik dengan
wiior lainnya. Universal bermakna, pembangunan tidak akan bermakna dan mencapai
=il yang optimal jika modal yang ada hanya untuk satu generasi saja. Sebab hakikat
sembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu yang otonom
s7¢ memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal (Faisal

peri, 2002:112).

38

UNIVERSITASMEDAN AREA



Dari sini muncul keragaman dan interaksi sehingga menyuburkan pertukaran (exchange),
atau transaksi. Transaksi tidak lain merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia
dengan segala kelebihan dan keragamannya masing-masing. Tujuan akhir dari transaksi
ini adalah kesejahteraan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan pandangan universal, iaitu
nandangan yang menyangkut lintas generasi, lintas wilayah dan lintas kehidupan. Dengan
lintas generasi pembangunan harus tetap dipelihara agar lestari untuk generasi

~erikutnya.

Kedua, PKS berkeyakinan bahwa keberhasilan. pembangunan tergantung pada cara
sandang bangsa Indonesia terhadap berbagai aset yang dimiliki,, baik aset SDA, sosial,
solitik maupun budaya. Pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila
serbagai modal kebijakan yang ada dipandang hanya untuk satu generasi saja. Krenanya
serlu dikembangkan pandangan universal, yaitu pandangan yang mencakupi lintas
senerasi, lintas sektoral, lintas teritorial dan lintas kehidupan yaitu keberadaan akhirat.
Dengan pandangan lintas generasi berarti pembangunan harus dijaga agar tetap dapat

~erlanjut untuk generasi berikutnya.

3egitu pula dengan pandangan linta;s sektoral, maka pembangunan disuatu tempat atau
sembangunan wilayah di Indonesia tidak dilakuan semena-mena dengan mengabaikan
sengaruhnya terhadap tempat dan wilayah lain. Dengan pandangan lintas kehidupan,
maka diyakini para pelaku pembangunan akan menjadikan segala aktivitasnya dalam
sembangunan sebagai bagian dari ekpresi religiusitas. Bahkan bangsa Indonesia akan
Zizkui sebagai bangsa yang membawa rahamt bagi seluruh alam karena pandangan yang

sniversal tersebut.

~ctiga, PKS menilai bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban
masvarakat, bukan hanya negara. Karenanya, pemberdayaan masyarakat, baik
semberdayaan politik maupun ekonomi akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar
whagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk merumuskan

chijakan  pembangunan. Dengan demikian PKS memandang partaisipasi total
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Sedangkan, Rencana Strategis PKS, Falsafah Kebijakan Perjuangan PKS seperti agidah,
asas dan moralitas Islam menjadi nilai dalam partai yang dijadikan pegangan partai dalam
membina politik pembangunan. Nilai inilah yang diyakini oleh PKS untuk mewujudkan
<eadilan (MPP PKS, 2007: 28).

4.5.2.Visi Pembangunan PKS

Kita telah mengetahui bagaimana karakteristik Politik Pembangunan PKS. Karakteristik
i menjadi entitas politik pembangunan PKS. Sebelum menjelaskan lebih dalam
mengenai politik pembangunan PKS, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai
wisi dn misi PKS. Visi pembangunan dalam konteks ini, menjadi bagian penting dan
dentitas bagi PKS. Sebuah identitas bagi kebangkitan gerakan politik partai Islam dalam
-embangunan di era reformasi'”.

sekarang marilah kita analisis bagaimana visi pembangunan PKS. Visi pembangunan
zdalah kondisi objektif pembangunan yang dicita-citakan di masa depan dapat
smwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam priode tertentu (Sjafrizal, 2009).
Zryson (1955) menjelaskan bahwa visi pembangunan didefinisikan sebagai kondisi yang
=gin dicapai di masa depan setelah menyampaikan strategi dan kegiatan pembangunan.
Visi pembangunan yang baik adalah menéakomodasi masalah pokok yang sangat
=menkebijakanr bagi masyarakat yang dirumuskan secara konkrit dan jelas serta dapat

Zswujudkan dalam kenyataan (operasionalnya) dan bukan hal yang m uluk-muluk atau

wulit untuk mewujudkannya.

“{enurut Shukri Hanapi (2011) Istilah kebangkitan semula Islam merujuk kepada kesungguhan umat
=m menegakkan semula Islam dalam kehidupan. la bersifat menyeluruh dan merangkumi pelbagai sudut.
Wisalnya, sudut pengkajian, pemahaman, penghayatan, pelaksanaan dan perkembangan Islam. Ini
s=masuklah bertambahnya perbincangan dan penulisan tentang Islam, baik dalam bentuk akademik
ssupun yang sebaliknya, usaha-usaha melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan
smasuk pengamalan, penginstitusian, perundangan, pentadbiran dan sebagainya serta meningkatnya
werzkan atau pertubuhan Islam (Muhammad Syukri Salleh, 1994:106 & 2000c; Chandra Muzaftar, 1988:2;
wizila Azni Ahmad, 2008:2). Untuk perbincangan terperinci tentang fenomena kebangkitan semula [slam
- hubungannya dengan kelahiran pemikiran teori PBI, lihat Muhammad Syukri Salleh (2002:3-7).
Zzolin untuk mefthat secara lebih mendalam tentang sejarah, fenomena dan perkembangan serta tokoh-
=ofr yang mempelopori era kebangkitan Islam di Asia, lihat Zainal Abidin Ahmad (1981) dan Saiful
wzzni (1993), manakala di Malaysia pula, lihat Dusuki Ahmad (1980), Chandra Muzaffar (1988) dan

w20 Mutalib (1993).
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Dari pemahaman seperti itu dapatlah disimpulkan bahwa Visi pembangunan memberikan
nanduan mengenai apa yang hendak dicapai pada masa depan. Masa depan yang ingin
dicapai adalah masa depan yang dicita-citakan. Namun demikian visi pembangunan
zdalah sebuah gambaran awal yang harus berpijak pada kenyataan yang diformulasikan
dalam satu perancangan pembangunan, Sebuah visi pembangunan tanpa diformulasikan
sada satu perancangan yang jelas akan menyebabkan ketidak tercapaian tujuan

sembangunan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam buku Platform Pembangunan PKS (MPP PKS,
2007, 2008), PKS telah menetapkan visinya dalam konteks keindonesiaan. Visi Indonesia
vang dicita-citakan PKS adalah : “Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera,
dan Bermartabat”. Bagi PKS, masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban
“nggi dan maju yang berbasiskan pada : nilai-nilai, norma, hukum, moral yang didukung
sleh keimanan : menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis ; dan
sergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuine dari masyarakat
=adani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat madani itu perlu dipadukan
Zengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan ukhuwwah
wlamiyah (ikatan keislaman), wkhuwwan wathLmiyyah (ikatan kebangsaan) dan
wshuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dan bingkai Negara Kesatuan Republik
adonesia (NKRI).

“zndangan PKS mengenai masyarakat madani seperti ini, diklaim oleh PKS berbeda
Jengan pandangan tentang masyarakat Madani Umumnya. Konsep Masyarakat Madant,
‘sususnya di Indonesia, sering diartikan sebagai Civil Society. Penyamaartian seperti ini
wning pula dianggap memberikan satu pemahaman yang berbeda di dalam menganalisis
werzkan masyarakat yang muncul dari bawah. Padahal jika ditinjau sejarahnya,
wmestinya pemahaman Masyarakat Madani dan Civil Society adalah berbeda (Luthfi J.
“umiawan, dkk, 2008).
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Kajian tentang masyarakat sivil di Indonesia memperoleh tempat yang sangat luas,
namun sebaliknya kajian tentang masyarakat madani tidak menjadi arustama, karena
anggapan bahwa masyarakat madani itu sama ada dengan masyarakat sivil. Secara
sepintas barangkali prinsip-prinsip dan nilai-nilai antara masyarakat madani dan
masyarakat sivil itu sama (Kutut Suwondo, 2005). Seperti yang diungkap oleh
Nurcholish Madjid (1996:51), M. Dawam Rahardjo (1999:146), Azyumardi Azra
2000:5) bahwa amatlah tepat menyebut masyarakat sivil sebagai masyarakat madani
Zan dalam perkembangan selanjutnya ternyata masyarakat madani banyak diterima oleh

cendekiawan Indonesia, terutama cendekiawan muslim sebagai terjemahan civil society.

Diskusi mengenai masyarakat madani popular di Indonesia setelah dikemukakan oleh
Dato Anwar Ibrahim, dalam ceramah di festival Istiglal tahun 1995 di Jakarta.
“lasyarakat madani menurutnya merupakan masyarakat yang menjadikan agama sebagai
sumber (in put), peradaban sebagai proses dan kota sebagai hasilnya. Jadi masyarakat
=:adani merupakan pilar utama bagi upaya untuk mewujudkan peradaban, iaitu peradaban
vzng menjunjung tinggi pluralisme dan semua golongan dalam masyarakat agar dapat

wdup secara damai dan sejahtera (Syarifuddin Jurdi, 2000: 535-536).

“XS menyadari, perjuangan untuk mewujudkan Ma{syarakat Madani, baik secara
sruktural maupun budaya, sebagai bahagian dari dakwah dalam maknanya yang historik,
=ositif dan objektif bagi umat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
“KRI) adalah bagian dari upaya mewujudkan tujuan ditubuhkannya PKS sebagaimana
2cantumkan dalam Perlembagaan PKS. Menurut PKS, Masyarakat Madani sebagai
warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang

“pimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah.
“zgam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat modern dan
=enghadirkan fakta historis hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan

wcgata. Plagam itu juga menghormati keberbagaian dan merealisasikan Ukhuwwah

amiyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus.
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Pemahaman masyarakat madani oleh PKS, juga menjadi pijakan intelektual Indonesia,
seperti Abdul Aziz (2011). Sebagaimana disampaikan Abdul Aziz (2011), sebagai asas
lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah saw telah mengegaskan pentingnya
melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama
xali menginjakkan kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai—nilai
‘tu biasa disebut “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara lain menetapkan

prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam
isalah dakwah, apapun latar belakangnya ; ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup
vang aman dan damai ; mengkokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat
silaturahim ; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan
«epada Allah Swt.

Di Indonesia, aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi kebijakan kehidupan
~ermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia
=zlah berhasil mengelorakan semangat- umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan
«ebangkitan nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan
wzlanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998). Bagi PKS, pengaktualisasian nilai-nilai
undamental ini merupakan bentuk implementatif ideologi Islam dan sekaligus
=ewujudkan  cita-cita politiknya dalam pentas kehjdui)an (Abu Ridha, 2004).
“zmahaman ini oleh PKS sebagai bentuk dari uaya menciptakan masyarakat madani di

=donesia.

“5S memahami bahwa Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad
sertama  Hidjriyah. Kedudukan Islam di Indonesia berinteraksi secara dinamis,
wonstruktif dan positif dengan beragam realitas yang sudah ada di Nusantara, baik
“eologi, kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya. Ini semua dilakukan dengan
cmangat agama dakwah [slam yang Rahmatan Lil Alamiin, jadilah Islam sebagai agama
wng menyebar di seluruh Nusantara bahkan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas
wngesa Indonesia.  Sejarah Indonesia pun telah mencatat berdirinya beragama
wemerintah—pemerintah Islam dan hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang tetap

~Zup dan bahkan menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini sekalipun.
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Islamisasi secara budaya seperti tersebut di atas juga mempunyai asas historiknya dalam
wonteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang
Ziwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah kewujudan nyata dari Syumuliyyatul Islam
Zzn risalahnya yang Rahmatan Lil Alamin. Karenanya agenda ini tentu tidak

Zimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma

‘slam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme.

se=dangkan Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Dalam kaitan ini,
*XS menggunakan dakwah dalam politik menciptakan masyarakat madani di Indonesia.
Jzh PKS, gerakan tarbiah dimanfaatkan untuk melakukan pendidikan doktrin Islam dan
2zrahkan bagaimana mengimplementasikan doktrin tersebut dalam praktik politik.
Svzfig Hasyim (2009) menjelaskan gerakan tarbiah sangat dikenal di lingkungan pelajar,
woiesional muda dan bahagian masyarakat lain yang dapat disebut sebagai “kebangkitan

wembali kaum Muslim”.

“=pinan PKS, M. Anis Matta (2002) pula telah menjelaskan bahwa gerakan tarbiah
wg terjadi dan banyak diminati di kalangan pemuda Islam dinilai sebagai bentuk
swonstruksi sosial budaya dalam tiga aras. Pertama, rekom&uksi pemikiran dan
wunwasan keislaman. Kedua, menghasilkan calon kepemimpinan umat melalui gerakan
wiah dan pengkaderan. Ketiga, menggerakkan massa melalui gerakan sosial yang
sweaveluruh, khususnya melalui pembentukan kelas menengah baru. Dalam konteks
weezkan politik dakwah yang demikian M. Anis Matta (2002) seolah-olah bersikap tolak

wwur ke atas negara. Beliau ingin menghindarkan diri dari trauma Islam politik,

wozgaimana terjddi pada masa lalu yang selalu berdepan dengan negara,
‘= karena itu gerakan dakwah harus menggunakan prinsip™ partisipasi akan tetapi tidak
~=engaruh”. Dalam arti bahwa umat Islam diharuskan untuk mengisi atau berperanan di

w=uz bidang yang ada di pemerintah tanpa ada sekatan selagi tidak bertentangan dengan

~= perjuangan. Belajar dari kegagalan para aktivis politik Islam generasi awal yang
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bercorak formalisme dan legalisme dalam memperjuangkan Islam, M. Anis Matta (2002)

membuat pendekatan moderat dalam gerakan dakwah di Indonesia.

islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengalaman Syura,
serta Amar Ma’ruf Nahi Munkar, memperjuangkan keadilan, mengkoreksi kezhaliman
dan mendakwahkan amal sholeh. Medan politik merupakan bahagian daripada ajaran
islam (Warjio, 2012, Ahmed Vaezi, 2006, Fakhruddin Nursyam, 2008, Hafidz
4bdurrahman, 2007, Nurcholish Madjid, 1998, Abu Ridha, 2003, Boutros Balaki, 2009).

Dalam pemahaman PKS, hubungan antara agama dan politik yang tidak dapat dipisahkan
izn dapat di wujudkan dalam masyarakat madani. Hal ini dikebijakankan pada
sengalaman Rasullah Muhammad saw. selama sekitar sepuluh tahun di kota Madinah
wzlah tampil sebagai seorang penerima berita suci (sebagai Nabi) dan seorang pemimpin
=asyarakat politik (sebagai Kepala Negara). Dalam menjalankan peranannya sebagai
szorang nabi, beliau adalah seorang tokoh yang tidak boleh dibantahi karena mengamban
w2zas suci dengan kekuasaan yang suci pula. Sedangkan dalam menjalankan peranan
wchagai seorang Kepala Negara, beliau melakukan mesyuarat sesuai dengan perintah
sliah. Sebab dalam hal peranan sebagai Kepala Negara atau pemimpin masyarakat itu
=zda asasnya beliau melakukan ijtihad. Jika dalam kenyataan hasil ijtih'ad beliau hampir
«lamanya merupakan yang terbaik di antara anggota masyarakat beliau, maka hal itu
szrus diterangkan sebagai akibat logik keunggulan peribadi beliau (Nurcholish Madjid,

sisi lain, politik merupakan bagian yang sangat strategis untuk menata dan
=waempatkan Umat Islam dalam kekuasaan (Ustman Abdul Muiz Ruslan, 2000, Amiur
vwruddin, 2007, Hasrul Azwar, 2007, Syaifullah, 1997, Hamid Enayat, 1982, Yusril lhza
‘zhendra, 1999). Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan bimbingan kepada
st agar berpolitik sesuai dengan etika dan moralitas Islam (Abdul Malik Madaniy,

)).Wilayah politik adalah wilayah yang amat strategik untuk menyebarkan dakwah
“vzfiq Hasyim, 2009, Hilmi Aminuddin, 2006, Abu Ridha, 2003).
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VI KESIMPULAN DAN SARAN

%.1.Kesimpulan

Telah menjelaskan jalinan aktivitas, asal-usul, asas dan kebijakan PKS. Dalam
«zitan jalinan aktivitas, PKS merupakan kelanjutan daripada PK. Sedangkan dari
segi asal usulnya, PKS berasal dari gerakan dakwah yang digerakkan oleh aktivis
=uda. Mereka adalah para intelektual yang berupaya membangkitkan kesadaran

=zkyat akan hak-hak mereka.

“arus pula dicatat bahwa puluhan ribu kader PK adalah para mahasiswa yang
weara aktif menumbuhkan semangat perubahan . Mereka bahu-membahu
sersama masyarakat meluncurkan roda-reformasi untuk mengakhiri rejim- Orde
“zru. Mereka inilah, para intelektual—yang menurut Clamer (2000) sebagai
wciompok yang berhasil menggabungkan semangat tuntutan perubahan sosial
‘emgan semangat ideologi (agama) dalam pembangunan.Bagian ini juga telah
mengulas agenda pembangunan PKS. Agenda pembangunan PKS  ini '

serangkumi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

“wmikiran Politik pembangunan PKS lahir dan dibentuk dengan mendasarkan
esada:
~calitas politik PKS sebagai partai berbasis dakwah dengan menyesuaikan

. maisi sosial,ekonomi dan politik Indonesia.
~wmikiran politik pembangunan PKS juga disesuaikan dengan arah

~wwnangunan Indonesia (RPJM). Kenyataan ini memberikan kesimpulan bahwa

- ifiga tunduk dan patuh terhadap model dan arah pembangunan [ndonesia
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3.Pemikiran Politik Pembangunan PKS lahir dan dibentuk menjelang Pemilu
2009. Kenyataan ini menjadikan PKS lebih pragmatis dalam mengembangkan
semikiran politik pembangunannya yaitu dengan lebih lentur dan lebih merespon

suntutan untuk meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009.

£.2.Saran

“enelitian ini telah menemukan beberapa kesimpulan sebagaimana dinyatakan di
#as, Beberapa saran diberikan untuk tindak lanjut atau kebijakan yang dapat

2:ambil dari kesimpulan ini.

Pemikiran Politik pembangunan PKS masih sekedar dokument politik yang
fgunakan menjelang Pemilu 2009 dan belum maksimal dalam komunikasi
=olitiknya. Kajian dilapangan juga mendapati bahwa para-pendukung PKS
crmasuk dari elit-elitnya belum secara sungguh-sungguh untuk mendalami dan
menjadikan dokument ini sebagai sumber pengambil kebijakan lanjutan dalam
wal bagaimana ia dapat diimplementasikan. Oleh karenanya perlu ada sosialisasi

=bih lanjut oleh PKS baik kepada kader-kadernya ataupun pendukunganya.

~ Pemikiran politik pembangunan PKS perlu disemaikan dalam bentuk-bentuk
womunikasi yang lebih luas kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih
. =engetahui dan tidak timbul masalah pandangan negatif terhadap PKS yang

- «wenal ekslusif,

sarena penelifian ini pada tahun I hanya mengetahui bagaimana, pemikiran
witik pembangunan PKS maka untuk penelitan berikutnya perlu dilakukan
sususnya untuk menilai apakah pemikiran politik pembangunan PKS sudah
wwuai dengan kaedah-kaedah politik pembangunan Islam. Ini dapat dilakukan

=zan meneruskannya dalam penelitian di tahun ke I1.
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